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. Undang-Undang Nomor 12

% TAHUN 2911
TENTANG

A e Bﬁg :,I,L '&JBUS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
DA
KABUPATEN KUDUS Tap ANGGT;ISENJ;I;:'IA AR

BUPATI Kupys,

Derk‘embangan yang menyebabkan terjadinya

penambahan anggaran belanja ' an
dari Pemerintah Proyins; Jawe: Tgiﬂg bersumber dari bantuan keuang

ye:;ﬁgungilir:gggegeg Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
iy ran Pendapatan . e
2011 perlu menetapkan Pery a”_Belanja Daerah Tahun Angg

Nomor 4 Tahun 2011 tentan Par ol
Belanja Daerah Kabupaten Kug Jabaran Anggaran Pendapa

bahwa berdasarkan pertimban

an sebagai | huruf a, perlu
menetapkan Peratyran Bupati;g Splgia dimakead hu

Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1950 Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten ¢ tentang

alam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
_ ara - Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 t

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Bangunan (Lembaran Negara
Tambahan Lembaran Neg

entang Cukai (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



gang-undang Nomor 1 Tahyp 004 tentang Perbendaharaan Negar

paran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahar
£ - mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

-Undang Nomor 15 7 eriksaan
ndang ahun 2004 tentang Pem
er elolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lgmbaran Negara

ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Lembaran Negara
gggublik Indonesia Nomor 4400) HAESATIES

-Undang Nomor 25 Tap ; ncanaan
ndang-Un . ahun 2004 tentang Sistem Pere
: mbangunan Nasional (Lembaran Negara Repgblik Indonesia Tahun
go4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia

yndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeran
| embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7
ambahan Lembaran  Negara Republk |ndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undand
nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undand
omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaré
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),

o.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
‘Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

11 undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dag
Retribus! Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOQ
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049),

12.UndangtUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201‘1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl
pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028):

15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712)
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peratufan Pemerintah Epubllk '"don ) 2005 Namor 137,
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angan Daerah BT
ﬁz:iwfg 138, Tangt:?baran N ahaunRgoos_te"tang Sistem Informasi
Nomor 4576), N Lembargy " youPlk Indonesia Tahun 2005

—T €9ara  Republik Indonesia
peratu finta Nomor
aerah (Lembaran Ne 57 Tahyn
?ambahan Lembaran h?:g;: Republi Indonesia T4
_ "a Repybyjk Indonesia v 2005 Nomor 139,
peraturan Pemerintap, omo ©sia Nomor 4577)

r 58 T
Keuangan Daerah (Lembaran ahun 2005 tentang Pengelolaan
Nomor 140, Tambahq, Lemebg;r;a Republik indonesi?a Tahgn 2005

Nomor 4578); "N Negara Republik Indonesia
Pemerint
o Peraturan Mah Nomor g5 1
enyusunan dan peg Tahun 20 .
Negara. Republk (ogereb" Sndar Polayanan, pmront (| ammn
Lembaran Negara Republik Indonesittlinann?grS 4‘3?3?;“’“ 158, TN
uran  Pemeyj ool

12::7?&"88" da?ag‘;?;awzgmm,m Tahun 2005 tentang Pedoman
Lembaran Negara R vl '"”V”"‘-"ernrmm Pemerintahan Daerah
(Tambahan Lembaran Ns&:,l;"kagzbﬁ:(:s;ﬂ Tahun 2005 Nomor 165,

. | Ndonesia Nomor 4593);
# g:r:a:;,i:\aef:]g ﬁ?ﬁgmmﬁzmg a(tun 15006 tentang Pelaporan Keuangan
NE T embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25 7 . a4 epubli
Nomor 4614) ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2005 tentang Hibah Kepada

19

, )
2 P_etattgi:’“i en};enn}ah N)omor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusun: encana - Pembangunan, Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 T-
Republik Indonesia Nomor 4664) o 97, Tambahan Lembaran Negara

04 Peraturan  Pemerintah  Nomor 1 Tal ’
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah'lzgpaégoi’er:]z?it:tg% ll::gg:::
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepadé Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informas; Laporan Penyelenggaraan
Pemeriniah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693).

25 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503

27 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

28 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
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. p@ngt‘_“"t““m Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah beberapa ig
erakh! ‘f‘:"g‘"‘_ Pemmmn Menten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201
rentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Neger

~r 13 Tt 2008 . 1
nomer 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera!

., peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman

3 penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20t

. peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentand

" petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Tahun Anggaran 2011,

.4 peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK 07/2010 tentang Pedoman

= ymuim dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bag!
pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011,

” peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan
*" pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kudus
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 62), sebagaimana telah
giubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 29
Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 71).

15 peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-

" pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 99),

36 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 122);

37 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011
Nomor 1);

38 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 903/158/2011 tentang
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2011;

39 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 903/216/2011 tentang
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2011,

40.Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 22 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2011 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 22)
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grat Menteri Keuangan Rep .
! Zntang Penyampaian Alok;f:ib“k Indonesia Nomor 5-647/MK.7/2011
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MEMUTUSKAN :

PATI
ERAT RSSUSBSOMOREETN;:SS PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
‘PUPAT'KTAN DAN BELANJA 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
BNDAPAN 2011, DAERAH KABUPATEN ~ KUDUS TAHUN

‘:\ E\EGGARA

Pasal |

08 ketentuan dalam Peraturan Bupati
Beb?rbara n Anggaran Pendapatan dan Belg
Pe’”aaran 2011 (Bgrlta Daerah Kabupat
Angggai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus
5eb of 22 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4
No™ 5011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

7ah" . Kudus Tahun Anggaran 2011 i

Jten . ' ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Kg?ﬁlomor 22 ) diubah sebagai berikut : ha
2

Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang
nja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
en Kudus Tahun 2011 Nomor 4)

1 Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:
1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 100.621.157.000,00
b. Dana Perimbangan Rp. 689.995.692.000,00
¢c. Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah Rp. 201.968.205.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 992.585.054.000,00
2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 510.190.644.000,00
2) Belanja Bunga Rp. 1.412.566.000,00
3) Belanja Subsidi Rp. -
4) Belanja Hibah Rp. 39.552.089.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 30.727.800.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 2.738.829.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 21.480.700.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp.  1.500.000.000,00

Rp. 607.602.628.000,00



Bemnja Langsung

1) Belanja Pegawaj

2) Belanja Barang dap, Jass
3) Belanja Modal

p

R
RE 21122.800 981.000,00
R, .802.156.000.00

200459807 009 g
Jumlah Belan; e
Surplus/([);iggg Ro._448.072.944.000,00
Rp. 1.053.675 572.000,00
, . Rp.  (61.090.518.000,00)
emb|ayaan ;
37" penerimaan
0 pengeluaran Rp 70 685,534“000’00

i 0
Jumlah Pembiay et Mw

; 0
. pembiayaan Anqqa Rp. 61.0
» Lebih P ggaran tahyn berkenaan rrpw_hwfg_
) p ”
gran anggaran Pada kode rekening sebaqaj

. ?gan Lampiran Il diubah sebaga berik?,tsc'bagﬂlmana tercantum dalam Lampiran

pendapatan Daerah, kelom i

o i 0 din- »
pada jenis pendapatan pok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a) Bantuan Keuangan dari
semula Rp. [ Fropinsi at

Rp. 29.186.100.000,

au Pemerintah Daerah Lainnya
15 y
2.457 840 000,00 hertambah sebesar

o 00 sehingga menjadi Rp. 64.643 940.000,00,
7) Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung jenis belanja -

i gie;lagg"z :(;t())a(?oosgmu'a ’Rp 38.859.589.000,00 bertambah sebesar
| 00 sehingga menjadi Rp. 39.552,089.000,00

3) Belanja Daerah, kelompok Belanja Langsung jenis belanja :

a) Betl)anja Barang dan Jasa semula Rp. 206.224.056.000,00 bertambah
sebesar Rp 9.578.100.000,00 menjadi sebesar
Rp. 215 802.156.000,00:

b) Belanja Modal semula Rp. 181.554.307.000,00 bertambah sebesar
Rp.18.915.500.000,00 menjadi sebesar Rp. 200.469.807.000,00,

b Lampiran Ii:

1) Kode rekening 1.01. 1.01.01. 16.15. 52.2.23.04 semula Rp. 0,00

bertambah  sebesar Rp.  30.000.000,00 menjadi  sebesar
Rp. 30.000.000,00;

2) Kode rekening 1.01. 1.01.01. 16.15. 5.2.327.09 semula Rp. 0,00
bertambah sebesar Rp. 90.000.000,00 menjadi
sebesar Rp. 90.000.000,00,

3) Kode rekening 1.01. 1.01.01. 16.18. 52.2.23.02 semula Rp. 0,00
bertambah sebesar Rp. 52.500.000,00 menjadi
sebesar Rp. 52.500.000,00;

4) Kode rekening 1.01. 1.01.01. 16.18. 5.2.3.12.02 semula Rp. 0,00
bertambah sebesar Rp. 90.000.000,00 menjadi
sebesar Rp. 90.000.000,00;

|
i
i



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

ode rekenIng 101 44,0
mbah 38heg ©161p
arid 38ar s

: 5231904 I .00
Do esar RD. 72 500 00g g R 01 semula Rp
5 e

72 500 000,00 menjad!
, kening 4

Kode f€RENNG 101 01p

20 7.426.900 000 101 1545 l2
Rp 7 g 00 bertampqy, St 5232009 semula
sebesar Rp 7.561.800 ggq oy *S8! R 135000 000 00 menjadi

ekening 1 g4
Kode r€ 10101 4
beﬁgmbah sebesar Rp} 15
Rp 30 000 000,00

ekening 101 -
Kode r€ d 10101 4¢
soh ’ 19. 5234 ! 0,00
etambah  sebesar p i 301 semula Rp. 0,
Rp 84 000.000,00, P~ B4.00000000 menjad sebesar

ode rekening 101 1.01.01
Rp. 49 215.000,00 bertambah
sebesar Rp 105.215 000,00:

ggg:mrt?::nm?se;é);r1.0:?‘01’ 4. 5222305 semula Rp. 0.00
Rp 40.000.000,00; P~ 40.000.000,00 menjadi sebesar

Kode rekening 101

1
Rp. 1:381:275.000,00 bertamban arpe C.44 . 5232801 semula

sebesar Rp 1.581.275.000,00; o~ P 200.000.000,00 menjad

Kode rekening 1.01. 10101 17
pertambah  sebesar Rp. 15. 5222304 semula Rp. 0,00

Rp 25.000.000,00; 25.000.000,00 menjadi  sebesar

e 19 52293 01 semula Rp. 0.00
0000090.00  menjadi  sebesar

1619, 5231304 semula
Sebesar Rp. 56.000.000,00 menjadi

Kode rekening 1.01. 1.01.01. 17.15 0.00
pertambah  sebesar Rp. - 5.2.3.27.09 semula Rp. 0,

0. iadi
Rp 50.000.000,00; 000.000,00 menjadi  sebesar

Kode rekening 1.01. 10101

Rp. 51.537.000,00 bertambah sebes
sebesar Rp 76.537.000,00:

Kode rekening 1.01. 1.01.01. 17.18. 5.2.2.23.02 semula Rp. 0,00

bertambah  sebesar Rp.  335.000.000 o e
Rp 335.000.000,00; 00  menjadi s

17.15. 5232713 semulg
ar Rp. 25.000.000,00 menjadi

Kode rekening 1.01. 1.01.01. 17.18. 523.19.01 semula Rp. 0,00

bertambah  sebesar  Rp. 45.000.000,00 menjadi  sebesar
Rp 45.000.000,00;

Kode rekening 1.01. 1.01.01 17.18. 5232009 semula

Rp. 1.398.825.000,00 bertambah sebesar Rp. 220.000.000,00 menjadi
sebesar Rp 1.618.825.000,00;

Kode rekening 1.01. 1.01.01. 17.41. 5222305 semula Rp. 0,00

bertambah  sebesar  Rp. 60.000.000,00 menjadi  sebesar
Rp 60.000.000,00;

Kode rekening 1.03. 1.03.01. 1505. 5232204 semula

Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 700.000.000,00 menjadi sebesar
Rp 700.000.000,00;

Kode rekening 1.03. 1.03.01. 18.03. 5232101 semula
Rp. 32.058.851.000,00 bertambah sebesar Rp. 11.000.000.000,00
menjadi sebesar Rp 43.058.851.000,00;

Kode rekening 1.03. 1.03.01. 18.04. 5232204 semula
Rp. 600.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 4.600.000.000,00 menjadi
sebesar Rp 5.200.000.000,00;
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73)

26)

ode rekening 1,03, 1.03
ber’(ambah sebesar . 214 5, 220,04 semula Rp. 0,00

rp 2.000.000.000,00; P+ 2.000.000 0pg g menjadi ~ sebesar

rekenin
Koéi,482.025-0%0.02)%1%;11'21‘01' 16.03. 5232303 semula
- ebesar Rp 1.982.025,000 gg Sebesar Rp. 500,000.000,00 menjadi

ertambah  sebesar _ £:2.23.
%p 250.000.000,00; P-250.000.000,00 menjadi  sebesar

KO#B.J??%B%?OOOT&)OO& be1&2$g1~ 3002 . 5222303 semula
eriadi sebesar R0 7.912609 g ebesar Rp.. 4456.600.000.00

Kode rekening 107 q '
~183.750.000,00 be”amba?]gbes 16.02. 5232601 semula

-epesar Rp 358.750.000,00. ar Rp. 175.000.000,00 menjadi

) g0d8367.r5egg.?)18800152T{am135?17‘015 1604, 5232601 semula
ebesar R 54550000000, o P 178.000.000.00 menjadi
,p) Kode rekening 107 10701 1801 5232601 semula

29) K

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

Rp. 183.750.000,00 bertambah seb
sebesar Rp 357.750.000,00: °°8

ode rekening 107. 10701 1901 5232104 semula

Rp. 384.019.000,00 bertambah sebesar R njadi
sebesar Rp 905.019.000,00; r Rp. 521.000.000,00 menj

r Rp. 174.000.000,00 menjadi

Kode rekening 120, 12005. 0000, 4350101 semula
Rp. 35.457.840.000,00 bertambah sebesar Rp. 29.186.100.000,00
menjadi sebesar Rp 64.643.940.000,00;

Kode rekening 1.20. 1.20.05. 00.00. 5.1.4.0551 semula Rp. 0,00

bertambah  sebesar Rp.  200.000.000,00 menjadi sebesar
Rp 200.000.000,00;

Kode rekening 1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05.52 semula Rp. 0,00

bertambah  sebesar Rp.  200.000.000,00 menjadi sebesar
Rp 200.000.000,00;

Kode rekening 1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05.53 semula Rp. 0,00

bertambah  sebesar Rp.  60.000.000,00 menjadi  sebesar
Rp 60.000.000,00;

Kode rekening 1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05.54 semula Rp. 0,00
bertambah  sebesar Rp. 67.500.000,00 menjadi sebesar
Rp 67.500.000,00;

Kode rekening 1.20. 1.20.05. 00.00. 5.14.0623 semula
Rp. 250.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 75.000.000,00 menjadi
sebesar Rp 325.000.000,00;

Kode rekening 120. 12005 00.00. 5.1.4.06.24 semula
Rp. 50.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 90.000.000,00 menjadi
sebesar Rp 140.000.000,00;

Kode rekening 2.01. 2.01.01. 15.19. 5222303 semula
Rp. 7406.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 2.300.000.000,00
menjadi sebesar Rp 9.706.000.000,00;
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